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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 
Kodrat manusia dalam memenuhi fungsi kehidupannya selalu dihadapkan pada adanya pertentangan-pertentangan sifat, sehingga mau tidak mau dalam membentuk pribadinya masing-masing dengan menggunakan budi pekerti serta keinsyafan batinnya, ia harus menimbang rasa, memilih nilai-nilai yang berguna baginya dalam pergaulan hidup bermasyarakat.[footnoteRef:1] Hak asasi manusia merupakan kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia.[footnoteRef:2] [1: Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, (2021), hlm. 1.]  [2: Artidjo Alkostar, Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban, PUSHAM-UII, Yogyakarta, (2024), hlm. 1.] 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila. Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang.
Konsepsi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Hubungan antara negara dengan warga negara dimulai dengan tumbuhnya hukum alam yang melihat bahwa antara negara dan warga negara diikat oleh ketentuan universal, sehingga salah satu pihak tidak dapat ditiadakan dalam relasi tersebut.[footnoteRef:3] Salah satu fungsi terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan/ketertiban dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena ia dapat memprediksi tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa diharapkan.[footnoteRef:4] [3: M. Ali. Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, (2025), hlm. 254.]  [4: Ojak Nainggolan, Pengantar Ilmu Hukum, Indonesia Media & Law Policy Centre, Medan, (2020), hlm. 25.] 

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, maka kedudukan rakyat menempati posisi yang tertinggi. Terminologi demokrasi lahir dari terjemahan kata demos dan cratein yang berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat, cratein artinya pemerintahan. Jadi secara harfiah demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi menghendaki agar pemerintahan itu dijalankan berdasarkan atas kehendak rakyat mayoriti karena hakikatnya rakyatlah pemegang kekuasaan dalam suatu negara.[footnoteRef:5] [5: Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat), Sinar Grafika, Jakarta, (2023), hlm. 19.] 

Permunculan, perumusan dan konstitusional hak asasi manusia memang tak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitatnya, yaitu tidak lain masyarakat itu sendiri dimana hak asasi manusia itu dikembangkan. Terjadi semacam korespodensi antara hak asasi manusia dan perkembangan masyarakat. Kita juga dapat mengatakan bahwa hak asasi manusia itu memiliki watak sosial dan struktur sosial sendiri.[footnoteRef:6] [6: Muladi, Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat), PT. Refika Aditama, Bandung, (2019), hlm. 217.] 

Perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat menuntut adanya pengakuan atas hak asasi manusia, sebagai hak yang paling mendasar sebagai eksistensi akan adanya hakikat hak manusia. Memahami masalah hak asasi manusia, sekaligus terkait soal kewajiban asasi, sehinga akhirnya di antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Satu hal yang pasti bahwa hak dalam hak asasi manusia memiliki kedudukan utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat sebab keberadaan hak asasi manusia hakikatnya telah dimiliki dan melekat dalam diri pribadi manusia sejak saat dilahirkan. Pada saat itu pula sudah muncul kewajiban dari manusian lain untuk menghormatinya, jadi adanya pemikiran yang mengedepankan kewajiban lebih dahulu adalah pendekatan yang dipakai ketika manusia mulai bermasyarakat.[footnoteRef:7] [7: Endang Sutrisno, Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi, Penerbit In Media, Jakarta, (2024), hlm. 145.] 

Konsekuensi logis atas dianutnya sistem demokrasi tersebut salah satunya tercermin dari adanya jaminan atas hak kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat. Hak ini sangat penting mengingat kemerdekaan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki manusia dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap terlaksananya pemerintahan yang demokratis.
Dianut dan dipraktikannya prinsip demokratis atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali.
Sistem demokrasi yang dianut Indonesia memberikan kedudukan dan apresiasi yang tinggi kepada rakyat Indonesia untuk turut serta dalam mengawasi jalannya negara Indonesia dengan cara memberikan pendapat secara lisan maupun tertulis. Untuk mengatur serta menjamin tentang hak ini maka dikeluarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum. Sebagaimana Pasal 5 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Dari rumusan pasal ini diartikan bahwa warga negara mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat di muka umum secara bebas serta adanya kewajiban negara memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak tersebut.
Unjuk rasa seharusnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Apabila unjuk rasa tersebut berjalan dengan tertib, maka hal ini sering dikenal sebagai unjuk rasa damai. Namun demikian dalam praktik di lapangan unjuk rasa yang dilakukan sering berkembang menjadi tindakan pelemparan, perusakan, bahkan menimbulkan korban jiwa. Tindakan tindakan kekerasan yang terjadi dalam unjuk rasa merupakan tindakan yang anarkis.
Unjuk rasa di Indonesia kerapkali berakhir dengan tindakan anarkis. Para pelaku unjuk rasa seringkali bentrok secara langsung dengan aparat keamanan. Demikian halnya dengan unjuk rasa yang terjadi di Kota Medan khususnya di wilayah Polres Pelabuhan Belawan seringkali berujung kepada tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban umum. Demonstrasi atau unjuk rasa termasuk dalam Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Hal ini dapat di lihat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dijabarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan data unjuk rasa yang terjadi di wilayah Polres Pelabuhan Belawan, dari beberapa unjuk rasa yang dilakukan cukup banyak yang dilakukan secara tertib, akan tetapi terdapat juga beberapa kali unjuk rasa yang berujung anarkis, walaupun upaya pihak kepolisian dalam pengamanan demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan saat pengamanan tidak terkendalikan, padahal aturan yang dijalankan oleh pihak kepolisian sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam dan luar demonstrasi itu sendiri. Unjuk rasa yang apabila tidak tertangani dengan baik maka akan menjadi kekacauan yang mengakibatkan aktivitas transportasi dan ekonomi menjadi terhambat dikarenakan demontrasi yang bersifat anarkis tersebut.
Penanganan terhadap aksi unjuk rasa, pihak kepolisian pada dasarnya sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara. Dalam mengoptimalkan kinerja kepolisian dalam menangani unjuk rasa, Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam masa akhir jabatannya mengesahkan Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, hal ini dimaksudkan agar tindakan anarki dapat ditindak tegas demi tercapainya rasa aman dan tentram bagi masyarakat serta keamanan bagi negara ini, dan hendaknya unsur-unsur kejahatan yang ada di dalam suatu tindakan anarki dapat ditindak tegas sesuai dengan asas legalitas yang mengharuskan adanya tindakan hukum apabila ada tindak pidana yang terjadi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.
Cara bertindak anggota polri dalam menanggulangi unjuk rasa anarki yang diatur dalam Prosedur Tetap Kapolri No.Pol: 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki Khususnya di wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan yang terkenal dengan daerah yang paling rentan dengan tindak kekerasan pada saat berorasi/menyampaikan pendapat dimuka umum. Penulis akan meneliti penanganan yang dilakukan pihak kepolisian dalam profesinya yang merupakan alat negara serta diamanatkan oleh negara dalam undang-undang sebagai penjaga dan pemelihara keamanan serta ketertiban umum, penegak hukum sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta yang dilatih dan dididik untuk menangani setiap tindakan kejahatan dan pelanggaran yang menggangu keamanan dan ketertiban umum di negara ini khususnya penanggulangan unjuk rasa anarki di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.
Wilayah Polres Pelabuhan Belawan sebagai salah satu pusat pelabuhan utama di Sumatera Utara sering menjadi lokasi potensi unjuk rasa, baik yang bersifat konstruktif maupun yang berpotensi anarkis. Kondisi ini menuntut aparat kepolisian untuk menerapkan strategi pengendalian massa yang efektif guna mencegah terjadinya aksi kerusuhan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Meskipun berbagai strategi telah diterapkan, tantangan tetap muncul dalam menghadapi dinamika unjuk rasa yang semakin kompleks dan cepat berkembang. Faktor keamanan, komunikasi, pendekatan humanis, serta kesiapsiagaan menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian massa. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memahami bagaimana strategi pengendalian massa yang diterapkan di wilayah Polres Pelabuhan Belawan, serta menilai efektivitasnya dalam mencegah aksi unjuk rasa anarkis.
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam pengendalian massa, sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan keberhasilan aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban umum serta mencegah terjadinya kerusuhan yang tidak diinginkan.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Strategi Pengendalian Massa dalam Mencegah Terjadinya Unjuk Rasa Anarkis di Wilayah Polres Pelabuhan Belawan”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari penjabaran latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa anarkis di wilayah Polres Pelabuhan Belawan?
2. Bagaimana analisis yuridis tentang strategi pengendalian massa dalam mencegah terjadinya aksi unjuk rasa anarkis di wilayah Polres Pelabuhan Belawan?
3. Bagaimana kendala dan upaya pengendalian massa dalam mencegah terjadinya aksi unjuk rasa anarkis di wilayah Polres Pelabuhan Belawan?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa anarkis di wilayah Polres Pelabuhan Belawan.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis tentang strategi pengendalian massa dalam mencegah terjadinya aksi unjuk rasa anarkis di wilayah Polres Pelabuhan Belawan.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya pengendalian massa dalam mencegah terjadinya aksi unjuk rasa anarkis di wilayah Polres Pelabuhan Belawan.
D. Manfaat  Penelitian
Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya mengenai strategi pengendalian massa. Menambah referensi akademik terkait efektivitas dan penerapan strategi pengendalian massa dalam konteks pencegahan aksi unjuk rasa anarkis. Memberikan gambaran empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi pengendalian massa di wilayah Polres Pelabuhan Belawan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada Polres Pelabuhan Belawan dalam menyusun dan mengembangkan strategi pengendalian massa yang lebih efektif. Membantu aparat keamanan dalam merancang langkah-langkah preventif dan responsif terhadap potensi unjuk rasa anarkis. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengendalian massa yang humanis, aman, dan sesuai prosedur. Menjadi bahan evaluasi bagi pihak kepolisian dalam meningkatkan kualitas pengendalian massa dan pencegahan kerusuhan di masa mendatang.
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